ABSTRAK

Siti Sarah, 1213030130, 2025: Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal
54C Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terkait Calon Kepala Daerah
Tunggal Dan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pemilihan kepala
daerah serentak yang merupakan wujud kedaulatan rakyat yang dalam
pelaksanaannya mengalami dinamika, termasuk munculnya calon tunggal. Pasal
54C UU No. 10/2016 berisi ketentuan untuk tetap dilaksanakannya pemilihan
dengan satu pasangan calon disertai kolom kosong sebagai alternatif pilihan
rakyat. Fenomena calon tunggal dan kemenangan kotak kosong menimbulkan
persoalan hukum dan legitimasi kepemimpinan, serta memunculkan kekosongan
jabatan kepala daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dari aturan Pasal
54C UU No.10/2016 dan implikasi hukum dari menangnya kotak kosong dalam
pilkada serta sudut pandang siyvasah dusturiyah terhadap proses pemilihan
pemimpin dalam islam.

Penelitian ini menggunakan teori perundang—undangan untuk mengkaji
secara normatif ketentuan hukum dalam Pasal 54C UU No. 10/2016 yang
mengatur skema pemilihan calon tunggal dengan opsi kotak kosong. Teori
kedaulatan rakyat digunakan untuk mencari dampak dan implikasi hukum dari
fenomena menangnya kotak kosong di pilkada. Sedangkan pendekatan siyasah
dusturiyah membantu memahami pandangan islam mengenai legitimasi kotak
kosong dan pemimpin daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif berupa analisis berdasarkan
data dan fakta peraturan perundang—undangan, serta dari teori yang dijadikan
acuan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka
terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 54C UU No.10/2016
memberikan legitimasi kemenangan kotak kosong yang kemudian menimbulkan
kekosongan jabatan kepala daerah secara definitif sehingga berakibat pada
diangkatnya Pj kepala daerah. Dalam perspektif siyasah dusturiyah ketentuan ini
mencerminkan prinsip syura, al-hurriyyah dan bai’at dalam pelaksaannya, namun
saat pengangkatan Pj kepala daerah, prinsip—prinsip tersebut tercederai.

Kata kunci: calon tunggal, kotak kosong, pemilihan kepala daerah, siyasah
dusturiyah
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